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Dokumen lampiran ini disusun sebagai audit trail analisis penelitian. Ringkasan wawancara merupakan parafrasa 

atas transkrip aktual dan tidak diperlakukan sebagai kutipan verbatim. Hasil observasi dibatasi pada kondisi yang 

dapat dilihat pada waktu dan lokasi pengamatan. Telaah dokumen membedakan keberadaan dokumen, status 

legal/kemutakhiran, penggunaan dalam perencanaan, bukti pelaksanaan, keberfungsian, dan hasil. 

Ketidaktersediaan bukti tidak otomatis ditafsirkan sebagai ketidakberadaan suatu fungsi. 

Isi Lampiran 

Lampiran A. Hasil Wawancara Penelitian 

Lampiran B. Hasil Observasi Lapangan 

Lampiran C. Matriks Telaah Dokumen 



 

LAMPIRAN A. HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap sembilan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan kewenangan, pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan dalam penyelenggaraan 

mitigasi banjir bandang. Matriks berikut menghubungkan pernyataan informan dengan enam dimensi evaluasi dan menunjukkan status verifikasi silang terhadap dokumen, data program/anggaran, 

serta observasi. 

Kode Informan/Unsur Fokus Utama Informasi 
I-01 Drs. Amirudin – Mantan Kepala BP4D 2020–2025 Integrasi mitigasi dalam perencanaan, prioritas, anggaran, koordinasi, dan pembelajaran pascabencana. 
I-02 Kepala BPBD Kabupaten Teluk Wondama KRB/RPB, kapasitas kelembagaan, operasi, pendanaan, SDM, sarana, sistem teknis, dan kendala mitigasi. 
I-03 Rio R. T. Karubaba – Kepala Subbagian Pemerintahan Setda Kedudukan urusan PB, koordinasi antar-OPD, LPPD/IKK, sinkronisasi data, dan sinergi perencanaan–pelaksanaan–pelaporan. 
I-04 Sekretaris DLHP Kabupaten Teluk Wondama KLHS, izin lingkungan, pemanfaatan ruang, DAS, rehabilitasi, pengawasan, dan koordinasi. 
I-05 Ickbal Marani – Mantan Kepala Distrik Wasior 2022–2025 Kesiapsiagaan masyarakat, komunikasi, koordinasi distrik, jalur evakuasi, kegiatan mitigasi, dan kendala kewilayahan. 
I-06 Delvis L. Torey – Ketua Forum Kepala Kampung Kesiapsiagaan kampung, sosialisasi, relawan, EWS, jalur/titik kumpul, dan kebutuhan masyarakat. 
I-07 Wiliams Torey – Sekretaris I DAP Daerah Wondama Aturan adat terkait sungai, pelibatan masyarakat adat, kerja sama, dan perlindungan vegetasi. 
I-08 Yunus Sarumi – Sekretaris II DAP Daerah Wondama Sasi, kawasan pemali, rehabilitasi vegetasi, nilai adat, dan kerja sama dengan pemerintah. 
I-09 Samsul Arif Badrun – Tokoh masyarakat/penyintas banjir 2010 Pengalaman bencana, perubahan kesiapsiagaan, gotong royong, EWS, evakuasi, lingkungan, dan harapan masyarakat. 

Sumber: Data primer penelitian, 2026. 

A.1 Matriks Hasil Wawancara dan Verifikasi Silang 

Kode Dimensi/Tema Ringkasan Hasil Wawancara Verifikasi Silang / Catatan Analitis Status 
I-01 Kebijakan & perencanaan RPJP/RPJMD telah memuat perhatian terhadap banjir/mitigasi; pelaksanaan teknis 

diturunkan melalui Renstra dan Renja BPBD serta nomenklatur program OPD. 
Dokumen pembangunan memang memuat isu kebencanaan, tetapi keterlacakan 

langsung dari KRB/RPB ke lokasi, indikator hasil, dan realisasi belum lengkap. 
Terkonfirmasi 

sebagian 
I-01 Pendanaan & sumber daya Mitigasi dipandang prioritas, tetapi ruang fiskal daerah terbatas. Penanganan yang 

terlihat cenderung pada pengerukan/normalisasi sungai yang membutuhkan biaya 

besar dan dapat terisi kembali oleh material saat hujan tinggi. 

RFK/RKPD menunjukkan kegiatan fisik dan operasi tersedia, tetapi total anggaran 

BPBD tidak boleh disamakan dengan anggaran mitigasi. Penyebab keterbatasan 

fiskal didukung wawancara, sedangkan proporsi mitigasi harus direkonsiliasi per 

kegiatan. 

Terkonfirmasi 

sebagian 

I-01 Kelembagaan & koordinasi Koordinasi BPBD–PUPR dinilai berjalan, tetapi terdapat sektoralitas/ego sektor 

pada kegiatan tertentu. Mitigasi seharusnya menjadi perhatian seluruh OPD. 
Selaras dengan keterangan Setda bahwa program masih berjalan sektoral dan 

koordinasi terpadu belum rutin pada tahap prabencana. 
Terkonfirmasi 

I-01 SDM & sarana Kemampuan tata kelola mitigasi dinilai masih terbatas; sarana pendukung belum 

ideal dan beberapa kebutuhan prasarana/logistik belum tersedia. 
Renstra BPBD mencatat keterbatasan SDM teknis, logistik/peralatan, dan Pusdalops. 

Kecukupan teknis tidak dinilai hanya dari jumlah pegawai. 
Terkonfirmasi 

sebagian 
I-01 Partisipasi masyarakat Masyarakat dilibatkan melalui proses tata ruang dan kegiatan sosialisasi; pernah 

disebut pembentukan unsur pemuda/tanggap bencana. 
Pelibatan substantif dan kelembagaan komunitas aktif belum dapat dibuktikan secara 

konsisten; TSBK/FPRB aktif dan gladi rutin belum ditemukan. 
Belum 

terverifikasi 

penuh 
I-01 Pembelajaran 2020–2025 Peningkatan terlihat pada ketersediaan dokumen; peningkatan program perlu 

dibuktikan melalui data realisasi BPBD/PUPR. 
Analisis tesis mengikuti prinsip ini: kapasitas dokumen meningkat, tetapi perubahan 

kapasitas operasional dinilai dari RFK, observasi, dan fungsi aktual. 
Terkonfirmasi 

I-02 Kebijakan & perencanaan KRB dan RPB belum diperbarui dan belum dilegalisasi secara memadai; 

keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala pembaruan. 
KRB 2018–2022 dan RPB 2019–2023 tersedia tetapi periodenya berakhir; produk 

hukum penetapan/pembaruan belum ditemukan. 
Terkonfirmasi 

I-02 Pendanaan & sumber daya Sumber daya BPBD banyak terserap untuk operasi lapangan, 

normalisasi/pengerukan, penanganan darurat, dan pascabencana sehingga kegiatan 

sosialisasi, pembinaan, simulasi, rambu, serta pemeliharaan terdampak. 

RFK 2021–2025 mengonfirmasi ketidakberlanjutan KIE/pelatihan/gladi dan kuatnya 

sebagian belanja operasi. RFK hanya mengonfirmasi pola program, bukan seluruh 

hubungan kausal. 

Terkonfirmasi 

sebagian 

I-02 SDM & kelembagaan Personel dasar tersedia, tetapi kompetensi teknis seperti kajian risiko, EWS, rencana 

kontingensi, dan pengelolaan pusat operasi masih perlu diperkuat. 
Renstra BPBD mencatat keterbatasan SDM teknis dan Pusdalops belum maksimal; 

peta kompetensi/sertifikasi jabatan kritis belum lengkap. 
Terkonfirmasi 

I-02 Data & sistem teknis Pembaruan data membutuhkan survei dan koordinasi instansi teknis; sarana 

komunikasi, kendaraan, logistik, dan peralatan masih terbatas. 
Daftar aset tersedia, tetapi status fungsi, pemeliharaan, kalibrasi, akses data 

PCH/PDA, dan integrasi dengan BPBD belum lengkap. 
Terkonfirmasi 

sebagian 
I-02 Masyarakat BPBD mengakui pentingnya masyarakat dan pernah melaksanakan 

sosialisasi/pelatihan; cakupan dan kontinuitas belum merata. 
Rekonsiliasi RFK menunjukkan KIE hanya terealisasi pada tahun tertentu dan gladi 

tidak terealisasi 2021–2025. Pernyataan kegiatan rutin tidak digunakan tanpa 

verifikasi dokumen. 

Terkonfirmasi 

sebagian 

I-03 Kedudukan urusan Penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pelayanan dasar; banjir bandang 

menjadi risiko prioritas Wasior–Wondiboy–Rasiei. 
Selaras dengan kerangka regulasi nasional/daerah dan posisi BPBD. Terkonfirmasi 

I-03 Koordinasi lintas OPD Koordinasi berjalan menurut tugas masing-masing, tetapi program cenderung 

sektoral. Koordinasi lebih terpadu sering muncul saat pengumpulan data LPPD. 
Selaras dengan bukti koordinasi prabencana yang belum rutin dan adanya perbedaan 

data antar-OPD. 
Terkonfirmasi 



 

Kode Dimensi/Tema Ringkasan Hasil Wawancara Verifikasi Silang / Catatan Analitis Status 
I-03 Indikator kinerja IKK LPPD dinilai belum mencerminkan penurunan risiko karena dominan 

mengukur dokumen/kegiatan, bukan fungsi dan outcome mitigasi. 
Analisis dokumen menunjukkan indikator program banyak berupa jumlah dokumen, 

peserta, alat, dan laporan. 
Terkonfirmasi 

I-03 Data & pelaporan Masih ditemukan ketidaksinkronan data antar-OPD; sinergi perencanaan–

pelaksanaan–pelaporan tersedia administratif tetapi hasil lapangan belum terukur 

baik. 

Perbedaan versi/klasifikasi RFK dan LPPD serta keterbatasan audit trail outcome 

mendukung temuan. 
Terkonfirmasi 

I-03 Hambatan & rekomendasi Hambatan: anggaran, akses, data risiko, tenaga teknis, dan pengelolaan DAS hulu–

hilir. Disarankan tim tetap lintas instansi, pembaruan KRB, indikator spesifik, dan 

anggaran berkelanjutan. 

Konsisten dengan sintesis faktor penghambat dan strategi penelitian. Terkonfirmasi 

I-04 Tata ruang & lingkungan DLHP mengintegrasikan DDDTLH melalui KLHS/RTRW serta menggunakan 

instrumen AMDAL/UKL-UPL untuk pengendalian dampak lingkungan. 
KLHS dan dokumen tata ruang memuat isu lingkungan dan risiko; izin lingkungan 

tidak otomatis membuktikan kesesuaian risiko banjir bandang. 
Terkonfirmasi 

sebagian 
I-04 DAS & rehabilitasi Pengelolaan DAS menghadapi topografi sulit dan akses hulu; dilaporkan 

rehabilitasi/penanaman pada beberapa DAS seperti Rado, Sanduai, Anggris, Ati, 

termasuk pohon buah dan bambu. 

Kegiatan rehabilitasi dilaporkan, tetapi lokasi, luasan, tingkat hidup, pemeliharaan, 

dan dampak terhadap sedimentasi belum terdokumentasi lengkap. 
Terkonfirmasi 

sebagian 

I-04 Pengawasan DLHP melakukan pengawasan kepatuhan lingkungan; pengawasan pembukaan 

lahan skala kecil/aktivitas tanpa izin di sempadan terkendala personel, sarana, dan 

luas wilayah. 

Observasi menemukan pemanfaatan sempadan pada beberapa lokasi, tetapi 

penelitian tidak menetapkan pelanggaran hukum tanpa data izin/persil. 
Terkonfirmasi 

sebagian 

I-04 Koordinasi Koordinasi disebut berjalan melalui Musrenbang/TKPRD/forum lintas sektor; 

pertukaran data spasial dan sinkronisasi rehabilitasi masih perlu diperkuat. 
Selaras dengan temuan bahwa koordinasi formal ada tetapi data bersama, peta kerja, 

dan indikator lintas OPD belum konsisten. 
Terkonfirmasi 

I-04 Tekanan hulu Informan menyebut tekanan pembukaan lahan/kebun pada beberapa titik hulu. Observasi tidak menemukan penebangan luas pada lokasi studi; aktivitas yang 

terlihat lebih berupa pemanfaatan lokal skala kecil. Temuan tidak digeneralisasi ke 

seluruh hulu. 

Berbeda 

cakupan; tidak 

kontradiktif 
I-05 Kesiapsiagaan masyarakat Masyarakat Wasior lebih waspada karena pengalaman/trauma 2010; kewaspadaan 

meningkat ketika hujan berlangsung lama/intens. 
Selaras dengan keterangan tokoh masyarakat dan observasi komunikasi sosial; tidak 

sama dengan kapasitas terlembagakan. 
Terkonfirmasi 

I-05 Koordinasi & komunikasi Distrik menerima/menyebarkan informasi dari BPBD/BMKG kepada kampung dan 

berkoordinasi dengan TNI/Polri/Puskesmas saat diperlukan; koordinasi prabencana 

masih perlu diperkuat. 

Sesuai pola komunikasi telepon/WhatsApp dan koordinasi yang lebih kuat saat 

ancaman/darurat. 
Terkonfirmasi 

I-05 Program wilayah Distrik berperan sebagai fasilitator: penyampaian informasi, koordinasi kampung, 

kerja bakti saluran/lingkungan, dan pendataan kawasan rawan; sosialisasi/simulasi 

belum rutin. 

Didukung sebagian oleh wawancara dan RFK; lokasi serta frekuensi kegiatan tidak 

seluruhnya terdokumentasi. 
Terkonfirmasi 

sebagian 

I-05 Evakuasi & EWS EWS, jalur/titik kumpul, rambu, dan sosialisasi belum sepenuhnya memadai dan 

perlu diperkuat. 
Observasi menemukan rambu terbatas/rusak, jalur potensial namun belum 

seluruhnya resmi/teruji, dan EWS belum terintegrasi. 
Terkonfirmasi 

I-05 Hambatan & prioritas Kendala berupa anggaran distrik, kondisi geografis, kapasitas aparatur/masyarakat, 

dan sarana. Prioritas: edukasi, EWS, simulasi, rehabilitasi hulu, normalisasi terpilih, 

tata ruang, koordinasi. 

Konsisten dengan sintesis faktor dan strategi. Terkonfirmasi 

I-06 Kapasitas kampung Kesiapsiagaan masyarakat dinilai sedang; pengalaman 2010 meningkatkan 

kewaspadaan, tetapi pengetahuan evakuasi dan penyelamatan diri masih terbatas. 
Selaras dengan I-05/I-09; tidak membuktikan kapasitas organisasi kampung. Terkonfirmasi 

I-06 Sosialisasi & pelatihan Sosialisasi pernah diterima; simulasi evakuasi dan pembentukan relawan belum 

dilakukan rutin. 
RFK mengonfirmasi KIE/pelatihan tidak kontinu dan gladi tidak terealisasi dalam 

periode 2021–2025. 
Terkonfirmasi 

I-06 EWS & evakuasi Jalur/titik kumpul belum ditata optimal, penunjuk arah terbatas, dan EWS belum 

memadai. 
Observasi mengonfirmasi keterbatasan rambu, status tempat evakuasi, dan tidak 

adanya EWS terintegrasi. 
Terkonfirmasi 

I-06 Hambatan Keterbatasan anggaran, sarana, pelatihan, kondisi geografis dan kedekatan 

permukiman dengan sungai/lereng menjadi kendala. 
Konsisten dengan observasi keterpaparan dan faktor kewilayahan. Klaim 

penebangan dekat bantaran tidak digeneralisasi tanpa verifikasi lokasi. 
Terkonfirmasi 

sebagian 
I-07 Pengetahuan/aturan adat Masyarakat adat memandang sungai sebagai sumber kehidupan; terdapat larangan 

mengotori sungai dan menebang vegetasi di sekitar aliran. 
Didukung oleh nilai adat yang juga dijelaskan I-08; keberlakuan dan penegakan 

formal berbeda antarwilayah adat. 
Terkonfirmasi 

sebagai 

pengetahuan 

lokal 
I-07 Kerja sama Kerja sama khusus antara pemerintah/instansi teknis dengan DAP dalam mitigasi 

dinilai belum terlaksana secara memadai. 
Selaras dengan I-08 yang menyebut kerja sama lebih banyak dengan DLH daripada 

BPBD. 
Terkonfirmasi 

I-07 Partisipasi kebijakan Pelibatan masyarakat adat disebut masih terbatas, lebih banyak pada 

sosialisasi/pengambilan data daripada pengambilan keputusan. 
Tidak ditemukan bukti keterlibatan formal masyarakat adat dalam FPRB/TSBK atau 

mekanisme evaluasi yang aktif. 
Terkonfirmasi 

sebagian 
I-07 Rekomendasi Mendorong aturan perlindungan sungai, penanaman bambu, dan pelibatan seluruh 

komponen masyarakat dalam kebijakan. 
Sejalan dengan strategi tata ruang/DAS dan pemberdayaan; status regulasi spesifik 

perlu disesuaikan kewenangan. 
Rekomendasi 

informan 



 

Kode Dimensi/Tema Ringkasan Hasil Wawancara Verifikasi Silang / Catatan Analitis Status 
I-08 Kearifan lokal Sasi, hak ulayat, kawasan pemali, dan kewajiban menjaga hutan dipandang 

mendukung konservasi dan pengurangan risiko. 
Merupakan modal sosial/ekologis; penelitian tidak mengukur efektivitas 

hidrologisnya secara kuantitatif. 
Terkonfirmasi 

sebagai 

pengetahuan 

lokal 
I-08 Rehabilitasi vegetasi Dilaporkan penanaman bambu pada bantaran dan merbau/buah hitam pada lereng 

Sobey–Senderawoi, termasuk penyulaman. 
Kegiatan dilaporkan oleh informan; luasan, koordinat, tingkat hidup, dan dampak 

belum tersedia lengkap. 
Belum 

terverifikasi 

penuh 
I-08 Kerja sama DAP rutin memberi edukasi pelestarian alam; belum ada kerja sama khusus dengan 

BPBD, sedangkan kerja sama pernah dilakukan dengan DLH. 
Selaras dengan I-07 dan analisis kelembagaan. Terkonfirmasi 

I-08 Partisipasi Masyarakat adat belum dilibatkan optimal dalam kebijakan/program mitigasi oleh 

OPD teknis; keterbatasan anggaran disebut sebagai kendala. 
Selaras dengan bukti partisipasi yang lebih kuat pada penerimaan informasi daripada 

pengambilan keputusan. 
Terkonfirmasi 

sebagian 
I-09 Pengalaman 2010 Pada 2010 pemahaman masyarakat terhadap karakter banjir bandang dan tanda awal 

masih rendah; pengalaman tersebut kemudian meningkatkan kewaspadaan kolektif. 
Konsisten dengan I-05 dan I-06 mengenai memori bencana sebagai sumber 

kewaspadaan. 
Terkonfirmasi 

I-09 Edukasi & simulasi Informan mengingat sosialisasi, edukasi, dan simulasi lebih aktif pada beberapa 

tahun setelah 2010, kemudian konsistensinya menurun. 
RFK 2021–2025 menunjukkan kegiatan KIE/pelatihan terputus dan gladi tidak 

terealisasi; mendukung pola penurunan kontinuitas pada periode penelitian. 
Terkonfirmasi 

sebagian 
I-09 EWS & evakuasi Sistem peringatan, rambu, jalur, dan penyebaran informasi saat ini dinilai belum 

memadai; rambu sebagian hilang/pudar. 
Observasi mengonfirmasi rambu terbatas/rusak dan tidak adanya sistem peringatan 

dini terintegrasi. 
Terkonfirmasi 

I-09 Gotong royong Gotong royong masih kuat saat evakuasi dan pembersihan pascabencana, tetapi 

peran pencegahan dan pengawasan lingkungan dinilai belum kuat. 
Selaras dengan temuan modal sosial yang belum sepenuhnya menjadi kapasitas 

terlembagakan. 
Terkonfirmasi 

sebagian 
I-09 Tekanan lingkungan Informan menyebut penebangan/pembukaan kebun sebagai persoalan di kawasan 

hulu. 
Observasi pada lokasi studi tidak menemukan penebangan luas; klaim diperlakukan 

sebagai persepsi/indikasi yang memerlukan verifikasi spasial lebih lanjut. 
Belum 

terverifikasi 

penuh 
Keterangan status: “Terkonfirmasi” = didukung bukti silang yang konsisten; “Terkonfirmasi sebagian” = substansi didukung tetapi cakupan/kausalitas belum lengkap; “Belum terverifikasi penuh” = memerlukan bukti 

teknis/administratif tambahan; “Berbeda cakupan; tidak kontradiktif” = perbedaan muncul karena skala/waktu pengamatan berbeda. 

Sumber: Diolah peneliti dari transkrip wawancara, dokumen, data program/anggaran, dan observasi penelitian, 2026. 



 

LAMPIRAN B. HASIL OBSERVASI LAPANGAN 

Observasi digunakan untuk memeriksa kondisi yang dapat dilihat pada waktu dan lokasi tertentu. Observasi tidak digunakan untuk menyimpulkan kapasitas hidrologis, kekuatan struktur, status 

hukum pemanfaatan ruang, atau status operasional aset teknis yang memerlukan pengujian/rekam pemeliharaan. Khusus PCH, penelitian tidak melakukan audit teknis langsung; data PCH 

digunakan dari catatan administratif BWS/WRDC. 

Kode Lokasi/Objek Fakta yang Diamati Makna untuk Evaluasi Batas Verifikasi Dimensi 
O-01 Koridor sungai Wasior: Sanduai, 

Anggris, Manggurai, Miei, Wanayo 
Ditemukan pada beberapa titik endapan pasir, kerikil, batu, material 
kayu, penyempitan alur, serta kedekatan permukiman/jalan dengan 
sungai. 

Menunjukkan perlunya pemeliharaan, audit kapasitas 
alur, perlindungan koridor sungai, dan integrasi hulu–
hilir. 

Tidak digunakan untuk menghitung 
debit/kapasitas hidrolis atau 
menyatakan kerusakan struktur tanpa 

survei teknis. 

Teknis; Tata 
ruang/DAS 

O-02 Koridor sungai Wondiboy: Kabouw 
dan Kubiari 

Terlihat hubungan lereng–sungai–jalan–permukiman; data teknis 
lapangan lebih terbatas dibanding Wasior. 

Konektivitas jalan dan akses aman menjadi bagian 
penting tata kelola risiko wilayah. 

Tidak dibuat skor distrik; temuan hanya 
variasi implementasi kabupaten. 

Teknis; 
Kewilayahan 

O-03 Koridor Rasiei: Ati, Rasiei, Rowi Ditemukan sedimentasi/material pada beberapa titik dan 
perkembangan pusat pemerintahan/permukiman di koridor yang 
memerlukan pengendalian ruang dan drainase. 

Perlindungan fasilitas strategis dan pengendalian 
pembangunan baru perlu berbasis risiko. 

Tidak menetapkan status pelanggaran 
ruang atau kondisi struktur tanpa 
dokumen izin dan audit teknis. 

Tata ruang/DAS 

O-04 Sempadan sungai dan kawasan 
terbangun 

Sebagian sempadan Anggris, Manggurai, Kabouw/Kaibi, dan Rowi 
dimanfaatkan untuk permukiman, jalan, kebun, atau aktivitas 
masyarakat; beberapa bangunan relatif dekat dengan badan sungai. 

Menunjukkan kebutuhan audit pemanfaatan ruang, 
perlindungan sempadan, dan strategi untuk kawasan 
eksisting. 

Tidak digunakan untuk menyatakan 
pelanggaran hukum tanpa pengukuran 
batas sempadan, data persil, tahun 
bangunan, dan izin. 

Tata ruang/DAS 

O-05 Drainase permukiman dan pusat 
aktivitas 

Sebagian saluran rusak, tertutup sedimen, ditumbuhi vegetasi, atau 
tersumbat sampah; pemeliharaan terlihat lebih reaktif daripada rutin 
pada sejumlah lokasi. 

Konektivitas drainase–sungai dan siklus 
pemeliharaan menjadi titik penting fungsi mitigasi. 

Tidak dilakukan survei kapasitas 
jaringan, elevasi outlet, atau model 
aliran. 

Tata ruang/DAS 

O-06 Kawasan hulu/lereng dan vegetasi Vegetasi masih terlihat pada perbukitan dan sekitar sungai. Tidak 
ditemukan penebangan luas pada lokasi observasi; terlihat 
pemanfaatan kayu skala rumah tangga dan pembukaan pertanian lokal 
pada beberapa titik. 

Tekanan hulu tidak merata; pemantauan berbasis 
lokasi dan data multiwaktu diperlukan. 

Observasi tidak mewakili seluruh hulu 
Kabupaten Teluk Wondama dan tidak 
dapat digunakan untuk menilai laju 
deforestasi. 

Tata ruang/DAS 

O-07 Perangkat pemantauan tinggi muka air / 
sistem teknis 

Beberapa perangkat yang terlihat di Sanduai, Miei, dan Manggurai 
tampak tidak terawat dan terindikasi mengalami kerusakan. 
Pemantauan lapangan juga berlangsung secara visual. 

Menunjukkan perlunya audit aset, identifikasi 
kepemilikan, uji fungsi, log pemeliharaan, dan 
integrasi ke keputusan peringatan. 

Perangkat yang terlihat tidak 
diklasifikasikan sebagai PDA resmi 
BWS tanpa kecocokan kode aset. PCH 
tidak diuji langsung. 

Sistem teknis/EWS 

O-08 Bangunan/fungsi Pusdalops Bangunan Pusdalops pernah ada, telah lama tidak difungsikan, dan 
pada saat penelitian ditempati masyarakat. Tidak terdapat pusat 
operasi permanen 24 jam; fungsi komando diaktifkan ad hoc saat 
siaga/darurat. 

Terdapat kesenjangan jelas antara keberadaan historis 
sarana dengan fungsi pusat operasi yang 
berkelanjutan. 

Kesimpulan keberfungsian didukung 
observasi dan triangulasi 
dokumen/informan; tidak berarti 
pemerintah tidak dapat membentuk 
posko darurat situasional. 

Kelembagaan; 
Sistem teknis 

O-09 Komunikasi peringatan Informasi ancaman disampaikan melalui telepon, WhatsApp, pengeras 
suara, kentongan, dan penyampaian langsung melalui distrik/kampung. 

Jaringan sosial/pemerintahan tersedia sebagai last-
mile dasar, tetapi belum terstandar dan belum terukur 
cakupan/konfirmasinya. 

Penelitian tidak mengukur waktu kirim, 
persentase penerima, tingkat kegagalan 
jaringan, atau pemahaman pesan. 

Sistem teknis; 
Masyarakat 

O-10 Jalur evakuasi, rambu, dan tempat 
potensial 

Sebagian jalan/lokasi lebih tinggi dapat menjadi jalur; rambu terbatas, 
beberapa rusak/pudar; sekolah, gereja, kantor, dan lahan tinggi 
berpotensi menjadi tempat evakuasi. 

Elemen fisik tersedia sebagian tetapi belum 
membentuk sistem evakuasi resmi, inklusif, dan 
teruji. 

Status penetapan, kapasitas, keamanan 
lokasi, fasilitas dasar, waktu tempuh, 
dan akses kelompok rentan 
memerlukan verifikasi resmi/uji 
lapangan. 

Sistem 
teknis/Evakuasi 

O-11 Listrik/komunikasi cadangan, logistik, 
kendaraan 

Terdapat indikasi ketersediaan sarana logistik/operasional, tetapi 
kondisi, jumlah, masa berlaku, kesiapan kendaraan/perahu, genset, 
radio, baterai, dan bahan bakar tidak dapat dipastikan dari observasi 
semata. 

Kesiapan operasional harus dinilai melalui inventaris, 
log pemeliharaan, operator, dan hasil pengujian 
berkala. 

Tidak dinyatakan siap/tidak siap tanpa 
dokumen inventaris dan uji fungsi. 

Pendanaan/Sumber 
daya; Teknis 

O-12 Jalan, jembatan, dan fasilitas publik Beberapa jembatan/fasilitas publik berada dekat aliran atau kawasan 
berpotensi terdampak; kerusakan satu akses dapat menghambat 
evakuasi dan layanan. 

Mitigasi perlu mempertimbangkan kontinuitas 
layanan dan redundansi jaringan antardistrik. 

Tidak dilakukan audit struktur 
jembatan atau klasifikasi risiko aset 
secara teknik. 

Tata ruang; 
Kewilayahan 

Sumber: Catatan observasi lapangan dan hasil triangulasi penelitian, 2026. 



 

LAMPIRAN C. MATRIKS TELAAH DOKUMEN 

Telaah dokumen dilakukan secara sistematis dengan membaca muatan normatif, target, indikator, program, anggaran, realisasi, status hukum/kemutakhiran, serta hubungan antar-dokumen. Matriks 

ini menunjukkan bagaimana dokumen digunakan dalam enam dimensi evaluasi dan membedakan dokumen perencanaan dari bukti pelaksanaan. 

Kode Dokumen/Tahun Lembaga/Sumber Muatan yang Ditelaah Temuan Utama Catatan Validasi/Kesenjangan Dimensi 
D-01 UU No. 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana 
Republik Indonesia Mandat PB, hak/kewajiban, tanggung jawab 

pemerintah daerah, mitigasi dan 
kesiapsiagaan. 

Menjadi dasar normatif peran pemerintah 

daerah dan pembentukan kelembagaan PB. 
Digunakan sebagai kerangka hukum; bukan 

bukti implementasi di Teluk Wondama. 
Semua dimensi 

D-02 PP No. 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana 

Republik Indonesia Tahap prabencana, mitigasi, kesiapsiagaan, 
rencana PB, koordinasi. 

Memberikan kerangka operasional nasional 
penyelenggaraan PB. 

Harus dibaca bersama bukti daerah untuk 
menilai pelaksanaan. 

Kebijakan; 
Kelembagaan 

D-03 Perda Kabupaten Teluk Wondama No. 
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah 

Pemkab Teluk Wondama Kedudukan kelembagaan dan mandat BPBD. Mandat formal BPBD tersedia. Keberadaan struktur tidak otomatis 
membuktikan kapasitas operasional. 

Kelembagaan 

D-04 Perda Kabupaten Teluk Wondama No. 
7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana 

Pemkab Teluk Wondama Penyelenggaraan PB, hak masyarakat, 
kelompok rentan, FPRB, TSBK, kewajiban 
pemerintah. 

Landasan daerah relatif lebih mutakhir dan 
mengakui partisipasi/institusi komunitas. 

SK, struktur, SOP teknis, FPRB/TSBK aktif, 
dan pelaksanaan pasca-Perda belum 
seluruhnya terbukti. 

Kebijakan; 
Masyarakat 

D-05 Perda No. 1 Tahun 2011 tentang BPBD 
(disebut historis) 

Pemkab Teluk Wondama Rujukan historis pembentukan BPBD. Disebut dalam sejumlah dokumen/riwayat 
kelembagaan. 

Naskah asli belum ditemukan; tidak 
digunakan sebagai bukti utama sampai 
diverifikasi. 

Kelembagaan 

D-06 Kajian Risiko Bencana (KRB) 2018–
2022 

Pemkab/BPBD Bahaya, kerentanan, kapasitas, risiko, 
rekomendasi PRB. 

Menjadi basis pengetahuan risiko dan memuat 
kebutuhan penguatan kapasitas. 

Periode berakhir; status penetapan/legalitas 
dan pembaruan belum dapat dibuktikan. 

Kebijakan; 
Teknis; 
Masyarakat 

D-07 Rencana Penanggulangan Bencana 
(RPB) 2019–2023 

Pemkab/BPBD Rencana aksi, kelembagaan, EWS, DAS, 
partisipasi masyarakat, program prioritas. 

Memberikan arah program mitigasi dan 
integrasi lintas sektor. 

Periode berakhir; realisasi setiap rencana aksi 
tidak seluruhnya terlacak sampai outcome. 

Kebijakan; 
Semua dimensi 

D-08 Rencana Kontingensi Banjir Bandang 

2019 
Pemkab/BPBD Skenario ancaman, komando, 

Pusdalops/posko, komunikasi, evakuasi, 
logistik, kelompok rentan. 

Kerangka komando dan skenario tiga distrik 

tersedia. 
Status legal, pemutakhiran, sosialisasi, 

aktivasi, latihan meja/gladi, dan validitas 2026 
belum terbukti. 

Kebijakan; 

Teknis 

D-09 RPJMD Kabupaten Teluk Wondama 
2021–2026 

Pemkab/BP4D Visi–misi, prioritas pembangunan, indikator 
dan program daerah. 

Isu kebencanaan/lingkungan terdapat dalam 
dokumen pembangunan. 

Tidak ada dasar untuk menyimpulkan 
integrasi langsung KRB/RPB hanya dari 
kesamaan isu; keterlacakan rekomendasi ke 

lokasi/hasil belum lengkap. 

Kebijakan 

D-10 RKPD Kabupaten Teluk Wondama 
2021–2025 

Pemkab/BP4D Program tahunan, target, pagu indikatif, isu 
tata ruang, sungai, drainase, kepatuhan 
RTRW. 

Digunakan untuk melihat konsistensi rencana 
tahunan dan isu mitigasi lintas OPD. 

RKPD adalah rencana, bukan bukti realisasi; 
dibandingkan dengan RFK/LPPD. 

Kebijakan; 
Pendanaan; Tata 
ruang 

D-11 Renstra BPBD 2025–2029 BPBD Teluk Wondama Isu strategis, SDM, aset, target KRB/RPB, 
KIE, Pusdalops, evakuasi, program dan 
pendanaan. 

Mengakui kelemahan perencanaan, Pusdalops, 
SDM, anggaran, data/informasi dan logistik. 

Dokumen rencana, bukan realisasi; terdapat 
inkonsistensi internal periode/tabel/staf yang 
harus dicatat. 

Kebijakan; 
Kelembagaan; 
Sumber daya 

D-12 Renja BPBD 2025 BPBD Teluk Wondama Program/kegiatan tahunan: KRB, KIE, 
pelatihan, gladi, Renkon, Pusdalops, 
peralatan. 

Menunjukkan kesinambungan nomenklatur 
dengan Renstra/RKPD. 

Waktu penyusunan/rujukan Renstra 
menimbulkan ketidakjelasan; capaian 
administratif tidak otomatis membuktikan 
fungsi. 

Kebijakan; 
Pendanaan 

D-13 RFK BPBD 2021–2025 BPBD Teluk Wondama Pagu, perubahan anggaran, realisasi 
fisik/keuangan, kegiatan KIE, pelatihan, 
gladi, operasi dan peralatan. 

Menjadi sumber utama rekonsiliasi realisasi 
program; menunjukkan KIE/pelatihan/gladi 
tidak membentuk siklus tahunan. 

Klasifikasi antar-tahun berbeda; total anggaran 
BPBD tidak diperlakukan sebagai total 
anggaran mitigasi. 

Pendanaan; 
Masyarakat; 
Teknis 

D-14 LPPD Kabupaten Teluk Wondama 
2021–2025 

Setda/Pemkab Pelaporan kinerja, IKK, capaian urusan PB. Berguna untuk memeriksa kinerja yang 
dilaporkan dan konsistensi dengan RFK. 

LPPD bukan pengganti RKPD, RFK, atau 
LRA; indikator dominan administratif dan 
belum selalu mencerminkan fungsi/outcome. 

Kelembagaan; 
Pendanaan 

D-15 RTRW Kabupaten Teluk Wondama 
2024–2044 (Buku Rencana) 

Pemkab Teluk Wondama Kawasan rawan, sempadan, pengamanan 
DAS, drainase, jaringan, evakuasi, 
pengendalian pemanfaatan ruang. 

Bahaya dan prinsip pengurangan risiko telah 
masuk secara substantif ke materi tata ruang. 

Produk hukum penetapan/status legal 
dokumen yang ditelaah perlu dipastikan; 
integrasi langsung dengan KRB belum 
terbukti. 

Tata ruang/DAS 

D-16 RDTR Kawasan Perkotaan Rasiey 
2016–2035 

Pemkab Teluk Wondama Zonasi, sempadan sungai, drainase, kawasan 
rawan, arah pengembangan dan evakuasi. 

Memuat pengaturan sempadan dan persoalan 
drainase/kawasan rawan. 

Perlu penyelarasan dengan risiko, penggunaan 
lahan, dan RTRW terbaru; status 
hukum/peraturan zonasi perlu dipastikan. 

Tata ruang/DAS 



 

Kode Dokumen/Tahun Lembaga/Sumber Muatan yang Ditelaah Temuan Utama Catatan Validasi/Kesenjangan Dimensi 
D-17 KLHS RPJMD 2025–2029 Pemkab/DLHP DDDTLH, DAS, lahan kritis, isu strategis 

lingkungan dan keberlanjutan. 
Memberikan konteks ekologis dan kebutuhan 
pengelolaan hulu/DAS. 

Perlu diturunkan ke lokasi sub-DAS prioritas, 
program, indikator hasil, dan bukti perubahan 
kondisi. 

Tata ruang/DAS 

D-18 Daftar aset WRDC/BWS Papua Barat 
2026 

WRDC – Ditjen SDA, 
Kementerian PU 

5 PCH, 1 PDA, 5 pengendali 
sedimen/check/sabo, 17 tanggul pengendali 
banjir. 

Mengonfirmasi ketersediaan administratif 
sejumlah aset teknis di wilayah. 

Keberadaan administratif tidak membuktikan 
kondisi fisik, operasi, kalibrasi, pemeliharaan, 
telemetri, akses data, atau integrasi dengan 
BPBD. 

Teknis; Sumber 
daya 

D-19 Data nama/koordinat lima PCH BWS 
Papua Barat 

BWS/WRDC Nama pos dan koordinat PCH 
Anggiris/Anggris, Sobey, Sipui Sanduay, 
Iriati, Kantor Dinas PU. 

Mengonfirmasi lokasi administratif PCH. Penelitian tidak melakukan pengujian teknis 
seluruh PCH; fungsi, kontinuitas data, dan 
integrasi EWS belum dapat dinilai. 

Sistem 
teknis/EWS 

Sumber: Audit trail penelitian; diolah dari dokumen pemerintah daerah, regulasi, data BWS/WRDC, RFK/LPPD, dan dokumen perencanaan yang ditelaah, 2026. 

C.1 Matriks Keterhubungan Dokumen dan Rantai Implementasi 

Tahap Rantai Dokumen/Bukti Utama Pertanyaan Telaah Hasil Telaah Implikasi Analisis 
Risiko/Pengetahuan KRB; data sungai; data PCH/PDA; observasi Apakah risiko dan lokasi prioritas dikenali dan 

diperbarui? 
Risiko dikenali, tetapi KRB telah melewati periode dan 
pembaruan data/operasionalisasi belum sistematis. 

Basis risiko tersedia namun tidak sepenuhnya mutakhir 
untuk seluruh keputusan operasional. 

Rencana PB RPB; Renkon Apakah risiko diterjemahkan menjadi rencana aksi, 
skenario, pembagian peran dan indikator? 

RPB/Renkon memuat arah aksi dan komando, tetapi 
periode/status/update/uji tidak seluruhnya terbukti. 

Kapasitas normatif lebih kuat daripada bukti 
pelaksanaan berkelanjutan. 

Pembangunan/Tata 
Ruang 

RPJMD; RKPD; RTRW; RDTR; KLHS Apakah rekomendasi risiko masuk ke 
pembangunan, ruang, DAS dan fasilitas? 

Isu mitigasi terdapat dalam dokumen; keterlacakan 
langsung KRB/RPB ke lokasi, izin, indikator hasil, dan 
audit ruang masih parsial. 

Mainstreaming substantif ada, tetapi kontrol operasional 
belum sepenuhnya dapat dibuktikan. 

Program OPD Renstra; Renja; RKPD Apakah rencana diterjemahkan menjadi 
program/kegiatan dan penanggung jawab? 

Nomenklatur program tersedia, tetapi pembagian lintas 
OPD, lokasi dan indikator fungsi belum konsisten. 

Terdapat implementation gap pada konsistensi 
horizontal. 

Anggaran RFK; pagu/perubahan; data kegiatan Apakah program mendapat pembiayaan yang 
cukup dan berkelanjutan? 

Anggaran tersedia, tetapi kegiatan preventif tidak 
membentuk siklus berkelanjutan dan dapat 

berubah/terhapus. 

Budget continuity menjadi salah satu titik lemah 
konversi kapasitas. 

Output RFK; LPPD; laporan kegiatan/aset Apakah dokumen, kegiatan, alat, peserta, laporan 
benar-benar dihasilkan? 

Banyak output administratif dapat ditelusuri, tetapi 
legalitas, cakupan, kondisi aset, dan manfaat tidak 
selalu tersedia. 

Output administratif tidak identik dengan fungsi 
mitigasi. 

Function Observasi; wawancara; log/asset records Apakah output berfungsi, dipelihara, terintegrasi, 
dan diuji? 

Pusdalops permanen tidak berfungsi; ambang 
peringatan belum ditemukan; integrasi PCH/PDA 
belum terbukti; gladi tidak berkelanjutan. 

Titik kritis utama terdapat pada output-to-function gap. 

Outcome/Perubahan 
kapasitas 

Skor diagnostik; bukti komunitas; indikator 
fungsi 

Apakah fungsi menghasilkan perubahan 
kesiapsiagaan, waktu peringatan, cakupan, 
kepatuhan ruang, dan kemampuan bertindak? 

Sebagian kewaspadaan masyarakat meningkat, tetapi 
lead time, cakupan pesan, waktu evakuasi, kepatuhan 
ruang, dan hasil konservasi belum diukur longitudinal. 

Peningkatan kapasitas operasional belum dapat 
dibuktikan secara menyeluruh. 

Sumber: Sintesis teknik analisis data penelitian, 2026. 

Catatan Penggunaan Lampiran 

Lampiran A, B, dan C digunakan sebagai bukti keterlacakan analisis pada Bab IV. Pemberian skor 0–4 tidak dilakukan langsung dari satu pernyataan informan atau satu dokumen, tetapi dari triangulasi bukti. 

Apabila terdapat perbedaan antar-sumber, penelitian menggunakan bukti yang paling langsung terhadap fungsi yang sedang dinilai dan memberi status terkonfirmasi, terkonfirmasi sebagian, belum dapat 

diverifikasi, atau berbeda cakupan. Observasi yang tidak menjangkau seluruh lokasi tidak digunakan untuk meniadakan aset resmi, dan daftar aset resmi tidak digunakan untuk menyatakan keberfungsian 

teknis tanpa pengujian. 
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